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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang terus berupaya
meningkatkan kemakmuran warganya. Pemerintah akan melakukan berbagai
upaya dalam mengsejahterakan bangsa, masyarakat maupun kepentingan
pembangunan nasional namun semua hal tersebut pastinya membutuhkan
biaya yang cukup besar dimana biaya tersebut akan diambil dari kas negara. Di

dan bukan pajak:

0

Indonesia memiliki dua atan untuk mengisi kas negara yaitu

28rgasarkan UU RI No. 28 Tahun
2009 Paja ten /Kota up: pa plan, pajak parkir, pajak
: %\éﬁmﬁ; %ho jak reklame, pajak
gan jalamg jak air tanah O

Pajak d@ﬁ R, Yyang ha%ipenuh

Kota Manado sebagai Ibu Kota Provinsi/Wilayah Sulawesi Utara. Banyak
perusahaan yang datang dan memasarkan produknya melalui berbagai media,
termasuk reklame sebagai sarana promosi agar produk tersebut menarik
perhatian masyarakat untuk dibeli atau dipilih. Oleh karena itu, pajak reklame
memiliki potensi untuk berkontribusi pada pembangunan Kota Manado.

Pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak daerah yang diterapkan
melalui pemerintah kabupaten atau kota. Pajak ini yakni penilaian terhadap
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pengelolaan reklame atau iklan. Reklame atau iklan ialah objek, alat, atau
media yang telah direncanakan dengan berbagai struktur untuk keperluan
bisnis, digunakan untuk presentasi, promosi, atau pengenalan suatu produk,
layanan, atau individu.

Badan Pendapatan Daerah Kota Manado bertanggung jawab atas
pengelolaan dan pengaturan pendapatan daerah dari sektor pajak dan keuangan
di Kota Manado. Dalam perkembangannya, Bapenda Kota Manado harus
mampu menjelaskan berbagai keterampilan dan peran yang dimilikinya. Badan

ini mengelolah dua jenis pajak daerah, yaitu sistem penilaian resmi (official

assessment system) d / dramy, mandiri (self assessment system).
Pajak yang ter dalam official assessmé em dihitung jumlahnya oleh

Tﬁp Pajak Rekla Pajak Air Tanah, dan

tara itu, dal ssessisMgystem, wajib pajak

R

keuangan suatu instansi. Untuk itu penulis ingin meneliti lebih lanjut terkait
praktek akuntansi pendapatan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah
Kota Manado.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah
tersebut dengan judul penelitian ”Praktek Akuntansi Pendapatan Pajak

Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado”



1.2 Rumusan Masalah
Dengan mempertimbangkan konteks yang telah dijelaskan sebelumnya,
rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek akuntansi pajak reklame pada Badan Pendapatan
Daerah Kota Manado?

2. Apakah praktek akuntansi pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah
Kota Manado sudah berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah No 2
Tahun 20117

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari eh penelitian ini yakni:

fhgetahu Eg II praktek aku
RIK

Pend erah Kota M

Antuk m@ahw apakahgaraktek akunt@%%ajak re

Pendap@ Daerah ’ aNRdo suda ﬁsuai dg
eme@.&ahDae ATahuf -~

| pajak reklame pada

ae pada Badan

an Peraturan

1.4

penerimaan pajak reklame.

b. Bagi Bapenda
Sebagai kontribusi bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Manado dalam
pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi
pemeritah daerah yang berlaku.

c. Bagi Pembaca



Sebagai pembaca agar mengetahui informasi tentang standar akuntansi
ataupun kebijakan akuntansi yang dipakai Badan Pendapatan Daerah
Kota Manado serta lebih bisa melihat bagaimana pengenaan pajak
reklame yang ada di Bapenda Kota Manado
1.5 Metode Analisis Data
Metode analisa data yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan
pendekatan deskriptif, yaitu menguraikan, menggambarkan dan menjelaskan
suatu praktek akuntansi pendapatan pajak reklame pada Badan Pendapatan
Daerah Kota Manado.

1.6 Gambaran Umu
a. Sejara at Badan Pendapata h Kota Manado

Rad® endap ﬁel[{(ota Manado adalah lembaga pemerintah

Wil

rtan wab atas pen penda A\

pajak % retribusi
Pemb@ an awal 3

Manado,

pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, sebelumnya dikenal Dinas
Pajak dan Pendapatan Daerah Kotamadya Manado, didirikan dan
diresmikan pada tanggal 14 juli 1972, Gedung Kantor Dinas Pajak dan
Pendapatan Daerah Kotamadya Manado secara resmi diresmikan oleh
Gubernur ke-5 Provinsi Sulawesi Utara, Hein Victor Worang. Seiring

berjalannya waktu, lembaga ini mengalami beberapa perubahan nama:
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1. Dinas Padjak dan Pendapatan Daerah Kotamadya Manado, tahun
1972-2014

2. Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado, tahun 2014-2016
Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Manado, tahun 2016-2019

4. Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, tahun 2019-sekarang.

b. Visi & Misi

Badan Pendapatan Daerah Kota Manado adalah organisasi yang berada

dibawah naungan pemerintah Kota Manado.

VISI:

cpat, Efisien, Ramah, Dedikasi,

NIK

ng memlllklw ing dehgam berorientasi pada

tekno@ informasi @&

Log&,apen ardal

Namun logo yang lebih di pakai Badan Pendapatan Daerah Kota

Manado adalah logo dari Pemerintah Kota Manado yaitu:



Gambar 1.2 Logo Kota Manado

' -

Sumber: Dokumen Arsip Bapenda

d. Struktur Organisasi dan Job Deskripsi

1.

Stuktur Or
arpedr 1.3

KA UPTFD I

Sumber: Dokumen Arsip Bapenda
Job Deskripsi
Setiap individu yang terlibat dalam struktur organisasi memiliki
tanggung jawab dan tugas yang terkait dengan jabatan masing-
masing. Berikut ini tugas dan tanggung jawab setiap individu di

Bapenda Kota Manado:



a. Kepala Badan
Kepala Badan bertanggung jawab untuk memimpin dan
mengkoordinasikan seluruh kegiatan badan, merumuskan
kebijakan strategi, serta mengawasi pelaksanaan tugas dan
fungsi setiap bagian dibawahnya. Serta memiliki tugas utama
yaitu menyusun rencana kerja, mengevaluasi Kkinerja, dan
melaporkan hasil kerja kepada Walikota.
b. Sektretariat Badan
Sekretariat Badan bertanggung jawab mengkoordinasikan

kegiatan

dan Bangunan) adalah untuk
melakukan pemungutan dan penagihan berdasarkan dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memastikan
keakuratan dan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan nilai
objek pajak serta pembayaran PBB secara tepat waktu, serta
menangani permintaan keberatan atau banding yang diajukan

oleh wajib pajak terkait penilaian PBB.



e.

Bagian BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan) bertugas untuk mengelolah proses perhitungan,
pemungutan, dan penagihan BPHTB atas transaksi peralihan hak
atas tanah dan/atau bangunan, memeriksa dokumen transaksi
jual beli atau pemberian hak atas tanah dan bangunan untuk
menentukan besarnya BPHTB vyang harus dibayar, serta
memberikan pelayanan kepada wajib pajak terkait prosedur dan
ketentuan BPHTB serta proses pemberkasan dan pembayaran.

Bidang Pembukuap, Pelaporan serta Teknologi Informasi

gengelol

aglﬂa{?{dan pengelo- aaMgata secara efektif.
r

1) & I staff pemb encatat transaksi

‘e

iapkan laporan

yang akurat dan

pemerintahan.

3) Tugas dari staff teknologi informasi (IT) yaitu mengelola dan
memelihara infrastruktur teknologi informasi yang
mendukung operasional Badan Pendapatan Daerah, serta
mengembangkan dan mengimplementasikan solusi teknologi
informasi untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam

pengelolaan data keuangan dan administrasi.
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f.

Bidang Pengawasan, Pembinaan dan Pengendalian

Bidang ini mempunyai tugas melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan pengenaan pajak dan retribusi daerah,
memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan dan
kebijakan perpajakan yang berlaku, serta melakukan audit dan
pemeriksaan terhadap data dan transaksi untuk menjamin
keakuratan dan kepatuhan kewajiban pajak. Bidang ini juga
bertugas untuk

: adap ketentuan perpajakan dan
ara untuk memenuhi keWva]Mgn perpajakan yang baik.

berikan pembinaan kepada wajib pajak
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	BAB II DESKRIPSI PRAKTEK AKUNTANSI PENDAPATAN PAJAK REKLAME PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MANADO
	2.1 Landasan Teori
	2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik
	Istilah “sektor publik” itu sendiri sebenarnya memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari begitu luas wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum serta social) memiliki cara pandang yang...
	Akuntansi sektor publik digunakan untuk transparansi kepada publik untuk dapat memenuhi hak-hak publik. Sektor juga gabungan dari berbagai macam organisasi yang lebih kompleks mulai dari lembaga pemerintah di daerah dan pusat dan lembaga non pemerinta...
	Akuntansi sektor publik mencakup perkembangan publik dan evolusi praktik akuntansi yang digunakan dalam sektor pemerintahan dan organisasi nirlaba. (Payamta, 2023)
	Akuntansi sektor publik yaitu mekanisme teknik yang mencakup perkembangan publik serta analisa akuntansi yang digunakan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga tinggi negara. Kelompok akuntansi sektor publik terbagi menjadi dua yaitu pemerintah da...
	Gambar 2.1 Pembagian Kelompok Akuntansi Sektor Publik
	Sumber: (Kusufi & Syam.M, 2014)
	2.1.2 Akuntansi Pemerintah Daerah
	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Menimbang bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing ...
	Akuntansi Pemerintah Daerah adalah proses pencatatan, penilaian, dan mengidentifikasi semua transaksi bisnis yang terjadi pada entitas Pemerintah Daerah, seperti provinsi, kota, atau kabupaten. Output berupa laporan keuangan dari Akuntansi Keuangan Da...
	Salah satu peran dan tujuan laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah menyajikan informasi keuangan daerah yang bermanfaat bagi manajer publik daerah (Kepala Daerah dan DPRD) dalam rangka pengambilan kebijakan fiskal pemerintah daerah. (Lestari Utami ...
	Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dengan tidak bergantung ...
	2.1.3 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
	a. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
	Menurut Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Peraturan Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)...
	Akuntansi Pemerintah Daerah didesain sebagai sebuah sistem yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan mengakomodasi arsitektur Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibangun oleh Peraturan Peme...
	b. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
	Sistem Akuntansi Pemeintah Daerah atau SAPD yaitu rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerin...
	1. Sistem Akuntansi PPKD
	Sistem akuntansi PPKD mencakup teknik pencatatan, pengakuan, dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusuna...
	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatu bahwa Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam mela...
	1). Sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolah Keuangan Daerah
	2). Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
	3). Kepala SKPD selaku PA.
	2. Sistem Akuntansi SKPD
	Sistem akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan, dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD sesuai dengan standar akuntansi ...
	1. Nilai anggaran pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD dapat diperoleh dari dokumen anggaran DPA SKPD atau DPPA SKPD
	2. Pengendalian pelaksanaan anggaran yang merupakan salah satu tujuan diselenggarakan akuntansi anggaran telah di akomodasi pada sistem penatausahaan pelaksanaan anggaran.
	2.1.4 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
	1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
	PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya di singkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam ka...
	2. Sistem Akuntansi PPKD
	Pencatatan anggaran pada PPKD merupakan tahap persiapan sistem akuntansi pemerintah daerah. Pada tahap ini dilakukan pencatatan untuk merekam data anggaran yang akan membentuk estimasi perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Estimasi perubahan SAL ini j...
	3. Akuntansi Pendapatan PPKD
	Pihak-Pihak Terkait yang melaksanakan sistem akuntansi pendapatan PPKD adalah sebagai berikut :
	a). Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
	b). Fungsi Akuntansi PPKD
	Langkah-Langkah Teknis
	a). Pendapatan Asli Daerah
	b). Pendapatan Transfer
	c).  Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
	2.1.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan d...
	1. Jenis Pajak Provinsi: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok
	2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Buatan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Per...
	2.1.6 Pajak Reklame
	Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaran reklame, hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten atau kota. (Widyasari et al., 2020)
	Badan Pendatan Daerah Kota Manado sebagai instansi yang ditunjuk sebagai pemungut pajak tentunya ada ketentuan yang harus di penuhi oleh orang pribadi atau badan yang akan melakukan penyelenggaraan reklame, dan Bapenda Kota Manado masih memakai peratu...
	Bagian keempat tentang Pajak Reklame yaitu: Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh Orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan...

	2.2 Praktek Akuntansi Pendapatan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado
	2.2.1 Standar Akuntansi Pemerintah Yang Digunakan Badan Pendapatan Daerah Kota Manado
	Standar akuntansi pemerintah yang di gunakan Badan Pendapatan Daerah Kota Manado menurut dengan Perda No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) kemudian masih menggunakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yan...
	Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, sebagai komponen dari pemerintah kabupaten/kota, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. peraturan ini mengamanatkan yakni semua penerimaan dan pengel...
	Di samping itu, Badan Pendapatan Daerah Kota Manado pun mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tertulis. SOP ini berdasarkan pada tiga dasar hukum utama, ialah: pertama, Peraturan Pemerintah Daerah Kota Manado No 2 Tahun 2011 tentang pajak ...
	2.2.2 Prosedur Pendaftaran Dan Penetapan Wajib Pajak Reklame
	Praktek akuntansi pendapatan pajak reklame pada instansi Badan Pendapat Daerah (Bapenda) melibatkan beberapa tahapan penting, mulai dari penetapan pajak hingga pencatatan pembayaran dan pelaporan.
	1. Langkah-langkah dalam pendaftaran dan penetapan pajak reklame
	a) Pendaftaran Wajib Pajak: Wajib pajak (individu atau perusahaan) mendaftarkan reklame yang akan di pasangkan ke Bapenda Kota Manado.
	b) Penilaian Reklame: Bapenda akan menilai jenisnya, ukuran, lokasi, dan durasi pemasangan reklame untuk menentukan besaran pajak tersebut.
	c) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD): Berdasarkan penilaian yang telah dinilai oleh Bapenda, SKPD diterbitkan sebagai dokumen resmi yang menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak tersebut.
	d) Jurnal untuk mencatat piutang dan pendapatan pajak reklame saat SKPD diterbitkan yaitu:
	Piutang Pajak Reklame   xxx
	Penadapatan Pajak Reklame   xxx
	2. Langkah-langkah Penerimaan Pembayaran Pajak Reklame
	a) Pembayaran oleh Wajib Pajak: Wajib pajak membayarkan pajak sesuai dengan SKPD melalui bank yang ditunjuk atau langsung ke kas daerah.
	b) Pencatatan Pembayaran: Setelah adanya pembayaran beserta bukti bayar yang diterima oleh Bapenda, maka Bapenda akan mencatat pembayaran tersebut.
	c) Jurnal untuk mencatat penerimaan kas/bank dan pengurangan piutang pajak reklame yaitu:
	Kas/bank   xxx
	Piutang Pajak Reklame  xxx
	3. Rekonsiliasi dan Pelaporan
	Rekonsiliasi terbagi menjadi dua bagian yaitu:
	a) Rekonsiliasi Bulanan: Bapenda melakukan rekonsiliasi untuk memastikan bahwa semua penerimaan pajak reklame dan piutang telah dicatat dengan benar.
	b) Pelaporan Pendapatan: Pendapatan pajak reklame dilaporkan dalam laporan keuangan bulanan atau tahunan yang ada di Bapenda Kota Manado.
	Sama halnya dengan rekonsiliasi pelaporan juga terbagi menjadi dua bagian yaitu:
	a) Laporan Bulanan: Menyediakan ringkasan penerimaan pajak reklame selama satu bulan berjalan.
	b) Laporan Tahunan: Merupakan bagian dari laporan keuangan tahunan yang mencerminkan total pendapatan pajak reklame untuk tahun fiskal.
	2.2.3 Proses Penagihan dan Pembayaran Pajak Reklame
	Proses penagihan dan pembayaran pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado umumnya mengikuti langkah-langkah berikut:
	1. Registrasi dan Pendaftaran
	- Wajib Pajak : Pemilik atau pengelola reklame harus mendaftar sebagai wajib pajak di Bapenda Kota Manado sesuai dengan perda Kota Manado Nomor 11 Tahun 2012 pasal 18 ayat (1) (Perda-11-2012.Pdf.)
	- Dokumen: Wajib pajak menyediakan/menyiapkan dokumen yang diperlukan seperti izin usaha, NPWP, dan dokumen identitas pemilik.
	2. Identifikasi Objek Pajak
	- Pemeriksaan Reklame: Badan Pendapatan Daerah Kota Manado akan turun lapangan melakukan identifikasi dan pemeriksaan terhadap objek pajak reklame yang berada di wilayahnya.
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